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ABSTHAK

Sistem peraditan pidena dilekukan mefalui prosedur yang didalamnya terdapat
pturan yang tegas dan ketat mengenail penyidikan, penuntutan dan pemeriksaon
dipengadilan. Hal tersebut teruang dalam Undang-Undang MNo.8 tshun 1981
{Kitzb Usdang-Undang Hukum Pidana (KUHAP)), beserta aturan lainnya yang
memiliki keterkaitan dengan Ketentuan tersebut. Aturan nommatit (KLUHARP)
memberikan  wewenang kepada  Penyvidik  sedemikian  luasnya.  Berdasarkan
kewenangan fersehut Penvidik berhak mengurangi kebebasan dan hak asasi
seseorang. Namun tidak selamanya aturan tersebut (KUHAP) memberikan
pengertian vang jelas, sehinpgpa sangat disadari pencrapannya dalam praktek hisa
menimboikan “kekurangpastian®, Penangkapan ofeh Penvidik merupakan sarana
penting dalam mengungkap tindak pidana pecampokan. Untuk mengetaboi hal
tersebul,  penulis merumuskan  dalam tiga permasalshan vaill bagaimana
pelaksangzan penanpkapan oleh Penyidik Polri dalam mengungkap tindak pidana
perampokan, kendala-kendals vang diternukan Penyidik dalam melaksanzkan
penangkapan terhadap pelako tindok pidana perampekan sema upayi vang
dilakuksn Penyidik dalam mengatasi kendala-kendals veng ditemukan oleh
Penyidik Polri. Dalam menjawab permasalahan im, penulis melakukan penclitian
vuridis sosiologis di Poltabes Padang.. Alst pengumpul data yail stuedi dokumen
dan wawancara, Data diolab dan dionalisis secara kualitatif kemudian diambil
kesimpulan, begitu juga dengan wawancara. Berdasarkan penelitian terlihat
bahwa pelaksanaan penangkopan oleh Penyidik Pold dalam mengungkap tindak
pidana perampokan dilakukan berdasarkan prosedur dengan surat perintsh
penangkapan dan terfangkap tangan {lanpa surat perintah penangkapan). Dalam
pelaksanaan penangkapan dengan sural perintah ada takiik den lekmik yong
dizunakan Penvidik, nantinya tertuang dalam Berita Acara Penangkapan. Mamun
picda kenvatanya tidak sepenuhnya penggunasn feknik seperti yang terdapal
dalam teori, masih ada penyimpangan dalam prakiek. Kendala yvang ditemukan
oleh Penvidik adalah pemenuhan prosedur terhadap penangkapan  didacrah
terpencil, batas waktu 1X24 jam, bukli permulann vang cukup yvang menjadi
indikator wtama, pelaku tindak pidana perampokan yang tidak segan melukm
petugas, perlawanan, informesi vang tidak jelos dan telah bocor sehingga
tersanpka dapat melarikan diri. Upaya vang dilakukan oleh Penyidik penangRapan
didaerah terpencil  dengan mengeluarkan  surat  perintah membawa  dan
menghadapkan tersangka kepada Penyidik. Dalam pencarian alat bukti dan afibi
Penyidik mengirim informan. Peningkotan kewaspadaon, melakukan tindakan
vang dirase benar oleh Penvidik vang disebut diskresi dengan pelumpuhan
terhadap tersangka vang melakukan perlawanan. Kepolisizn hendaknya tidak
mengpunakan prakiek yang melanggar HAM dalam penangkapan, penpgunaan
diskersi hendaknva dilakukan secars benar dan meniadakan motif pribadi agar
tidak menvimpang dari Undang-undang.



BAB 1
PENDAHULUAMN

A. Latar Belakang

Sistem peradilan pidana dilakukan melzloi prosedur vang didalamnya
terdapat amran vang tegas dan ketat mengenal penyidikan, peruntutan dan
pemeriksaan di Pengadilan. Hal tersebut tertuang datam Underg-undang Mo, 8
takun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana selanjuinva dischut
{KUHAPY, beserta aturan lzin vang memiliki keterkaitan deppgzn ketontuan
tersebut. Aturan nomatil KUHAP memberikan wewenang  kepada penyidik
sedemikian fuasnva, Berdosarkan ptas wewenang vang diberikan undang-undang
terscbisr. penvidik berhak mengurangi kebebasan dan hak asasi sescorang, tetapi
hal itu horus masih berpijak  pada aturan-atoran hukum yvang berlakn, Namun
ridak sclamanva stergn lersebul {(KUHAP) memberikan pengertian vang jelas,
sehingea sangar  disadari  penerapan  yang  demikian  bisa  menimbulkan
“kekurangpastian“dalam praktek vang kemungkinan tegjadi penyimpangan dari
aturan itu sendiri.

Peradilan pidana memiliki kekussaan vang besar mulel dari Kepolisian,
Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Permesyarakatan vang diberi wewenang
tertenin pada masing-masing lembaga dalam meloksanakan mekamsme aturan
serta menjamin hak-hak tersangka dalam proses pemeriksaan, dimana peradilan
pidana harus memenusiaksn manesia sebagai manusia dan bukan mesin atau

objek pasif vang rigid serta tortutup '
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U'ntuk mencapai tujuan peradilan pidana terutama mengenai penangkapan
oleh Penyidik. Penyidik vang berwenanyg schagaimana yang diatur KUHAP dalam
Pasal 1% ayat (1} bahwa ;

"Pelaksana penangkapan dilakukan oleh petugas Kepolisian Megara

Fepublik Indonesia dengen memperlihatkan sural tugas seris memberikin

kepada tersangks surat perintah pensngkapan yang mescanlumkan

idontitas tersangkn dan menyebutkon alasan penangkapan serta urakan
sinekat perkara keiahaten vang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa”.

Sebelum  terjadinya penangkapan, didaholui denpan adanva  laporan
kepade Kepolisian akan saat dan tefah tegjadi suatu tindak pidana, Kepolisian akan
bertindak segera turum untuk mencari barang bukti dan menemukan tersangka dan
saksi. Penangkapan merupakan upays paksa oleh Penyidik Polri yang tidak bisa
dihindari vang wjuannyae untuk mengurangi kebebasan dan pembatasan hak asasi
seseomang.  Tindakan Penvidik delam melakukan penangkapan  benar-benar
diletakkon pada proporsi demi kepentingan pemeriksaan dan sangat diperlukan
sekali ©. Tangan penyidik tidek lagi seringan itw melakokan penangkapan, karcna
seliap penyidik yang melakubkan penyidikan harus didahului bukti permulaan yang
cukup sebelum melakukan penangkapan, sehinpea penangkapan vanp dilakukan
murni untuk kepentingan penvelidikan dan penyidikan dalem mengunghkap
perkara lindok pidana kKhususnva perampokan. Pada doser setiap orang yanp
ditangkap dianpeap tidak bersalah vang lebif dikenal dengan “Asas Praduga tak
bersafah™ ataw presumprion of invocent, seseorang yang telah ditangkap diangeap
tidak bersalah sebelum adamya putusan pengadilan yang menvatakan seseorang ity
bersalah. Asss lersebut jelay tertwang dalam penjelasan umum butit 3 horef ©

KUHAP yaits bahwa setiap orang vang disangka, ditangkap. ditahan,
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dituniut dan ataw dihadapkean dimuka pengadilan, wajib diangzap tidak bersalah
sampai  adanya pumssan  pengadilan wvang  menvatakan  kesalahannva  dap
memperolel kekuatan hukum tetap, Penvidik hamus mengsenakan asas int dalam
seliap menangan Kasus,

Dalam mengungkap tindak pidans perampokan dibstuhkan kemampuan
sera leknik korena kemungkinan pelakue tindak pidana perampekan merepakan
penjihat becbabava. Hal wanp sangat penting bagi Penyidik Polri sebelum
melakukan penangkapan penjahat-penjahat berbahaya yakni mencari kelerangan
terlebih dahulu apakah penjahat sukse melawan vang kemungkinen juga penjabat
perumpokan lersebut merupakan penjahat wlung, karema hal teescbut sangal
menentukan Kesukscsan dari perangkapan pelaku dalam mengungkap tindak
pitlizna perampokan.

Berdasarkan fatar  belakang  distas, maka  Penulis  tertank  untuk
mengangkat bal tersebut delam schuab skripst yang begudul ™ PELAKSANAAN
PENANGKAPAN OLEH PENYHMNE POLRE DALAM MENGUNGEAP TINDAK

PIDANA PERAMPOKAN " (Siudi kasuy off Poliabes Podang),

B. Rumusan Masalah
Berdnsarkan denzan latar belakang masalah vang telah divraika diastas,
maka Pemdis merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:
1. Bagaimana pelaksanaan penangkapan oleh Penyidik Polri dalam

mengungkap tindak pidana perampokai.

fed



2. Rendala-kendaly apa vang ditemokan olel Penyidik dalam melaksanakan
penangkapan terhadap pelaku perampokan di wilavah hukom Poltabes
Padieng

3. Upaya vang dilakukan dalam mengatasi kepdala vang ditemukan aleh

Penyidik Polr

€. Tujuan Penelifian

Sesusi dengan wijuan vang hendak dicapai penulis dalam penclitian ini

adalah sebagai berikut:

k3

L

Untuk  mengetahui pelaksanan  pepangkapan oleh Penyidik Polri dalem
mengungkap tindak pidana perampokan

untuk mengetahui kendala-kendala yang ditemukan Penyidik dalam proses
penangkapan,

Untuk mengetehui  ussha-usaha wotuk mengatasi kendala-kendala  vang

ditemukan oleh Penyidik Polri

0. Manlaat Penelitinn

Manfaat dari penelitian secara praklis

. Dapat memberikan informasi, pengetzhuan dan pemazhaman bagi
penulis terhadap pelaksanaan penangkapan sebagat upaya paksa oleh
Penwvidik Polri dafam menpunpkap tindak pidana perampokan

Sedangkan dar penelition secam teorilis ©

1. Penulis juga  berharsp  wmlisan  bermanfaal sebagal  sumbangan
pemikiran  dalam  kerangka  hukum  Indonesia  pgar masyarskal
menpetahui apa yang menjadi Kinerja Kepolisian dalam melaksanakan

penangkapan.



BAB IV

PENUTUP

A, Kesimpulan

Berdasarkan vraian vang telsh dikemuoknkan dalam bab sehelumnyva dalam

skripsi ini, maka dapat diambil Kesimpulan sebagai berikuot ¢

PPelaksanaan penanpkapan oleh Penyidik i wiltayah hokum kota Padang
tidak mengenal adanva pemanpggilan terhadap tersangka tindak pidans
perampokan, Pemanggilan dilakukan hanva pada pelaku pelangparan. Ads
prosedur dalam  penangkapan yang  dilakukan aleh Penvidik  yakm
Perangkapan dengan surat perintah penangkepen dan penangkapan tanpa
surat perintzh  penangkapan, Dalam  penangkapan lerhadop  tersangko
dengan surat perintzh penangkapan ada takuk dan teknik yang digunakan
aleh Penvidik  serie pemenuchan prosedur sehelum  dilakokannva
penangkapan secara sah agar tidak bementangan dengan undang-undang
dalam mengungkap tndak pidana persmpokan. Sebagai upava paksa oleh
penyvidik terkadang diperlukan tindakan-tindakan cepat dari Penyidik vang
dikenal dengan dikresi Polisi, vang nantinva terlihat dalam Berita acara
penangkapan schagai bukti sukscsnya penangkapan dalam mengungkap
perkars pidans perampokan, Kenyatasn yang terjadi dilapangan setelsh
dilakukannya penclitian, tidak scmua vang ada didatam teori dan Undang-
undang diterapkan  karenz  masih  banyvak juga penangkapan  vang

bermasalah vang berfentangan dengan wndang-undang dan juga seperti
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halnya pelingparan terhadap hak-hak fersangha vang di Praperadilkan oleh
rersangka.

Kendala-kendala  vang  dihadapi  oleh  Penyidik  delam pelaksaan
penanzkapan scpanjang proses hingga prosedur vang harus  dipenuhi,
Penvidik sering mengalami masalah prosedur penengkapan pads daerah
lerpencil, batas wakiu penanpgkapan 1X24 jam, bukii permulaan vang
cukup menjadi indikator olama sebelum  dilakukannya  penangkapan,
dimana Penvidik tidak hise melakukan penangkapan  apabila belum
cukupnya  alat bukti. Kendale yang  diperoleh dalam pelaksanaan
penangkepon yakni pelake tndak  pidana vang  tidak  segan-sepan
melakukan perlawanan dan melokni petugas, Kegapalan penangkapan
terjadi karena informasi yang telah bocor kepada tersangha dan jugas
inforrmast vang diberikan tidak jelas sehingpa tlersangka dopat melarikan
diri.

Upaya yang dilakukan oleh Penyidik Polri dalam mengatasi kendala-
kendala  yang terjadi, pada penangkopen  dersh terpencil  Penyidik
mengeluarkan Surat Perintah membawa dan menghadapkan tersangha
kepada penyidik yang jugs dilakokan denpgan sedikit pemaksaan. Dalam
pencarizn alal bukli dan alibi untuk menangkap tersangks dan menjeratnyva
dengan  undang-vmilang maka  Penvidik  mengirim  informandmerpati,
Perlawanan  vanp  dilakukan oleh  tersangka membuat petugas  lebih
waspada dan melekukan tindekan vang dirasa benar oleh Penvidik vang
thsebut denpan  diskresi vakni dengan melakukan  pelumpuban dan

peningkatan kewaspadaan,
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